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Abstract: The progress of information, communication and 
transportation technology has had a wide influence on daily life, and 
even overhauled the social system. It is difficult to put the process of social, 
cultural and political change nowadays apart from the development of 
global dynamics. The process of globalization has a huge influence on the 
development of religious values. Religion as a view that consists of various 
doctrines and values  has a great influence on society. They recognize the 
importance of the role of religion in social life - the politics of the world 
community. plays an important role in the process of globalization. 
Because of the importance of the role of religion in people’s lives, it is 
necessary to understand the extent of religion in responding to various 
social problems. Religion is reduced to provide rules of life and as an 
instrument for understanding the world that will bring happiness to 
human life. In line with these changes, finally emerged three forms of 
fundamental paradigms that developed among Muslims in the face of 
globalization, namely: conservative, liberal and alternative paradigms.
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PENDAHULUAN
Sebagaimana telah kita ketahui, era globalisasi ditandai dengan 
kemajuan di bidang teknologi komunikasi, transportasi dan informasi 
yang sedemikian cepat.1 Kemajuan di bidang ini membuat segala kejadian 
di negeri yang jauh bahkan di benua yang lain dapat kita ketahui saat 
itu juga, sementara jarak tempuh yang sedemikian jauh dapat dijangkau 
dalam waktu yang singkat sehingga dunia ini menjadi seperti sebuah 
kampung yang kecil, segala sesuatu yang terjadi bisa diketahui dan tempat 
tertentu bisa dicapai dalam waktu yang amat singkat.2
Sulit rasanya meletakkan proses perubahan sosial, budaya dan politik 
dewasa ini lepas dari perkembangan dinamika global. Kemajuan teknologi 
informasi, komunikasi, dan transportasi memberi pengaruh luas dalam 
kehidupan sehari-hari, bahkan merombak sistem sosial. Globalisasi 
ekonomi dan budaya berpengaruh pada penciptaan kultur yang 
homogen yang mengarah pada penyeragaman selera, konsumsi, gaya 
hidup, nilai, identitas, dan kepentingan individu. Sebagai produk 
modernitas, globalisasi tidak hanya  memperkenalkan masyarakat di 
pelosok dunia akan  kemajuan dan kecanggihan sains dan teknologi 
serta  prestasi lain seperti instrumen dan institusi modern hasil capaian 
peradaban Barat sebagai dimensi institusional modernitas, tetapi juga 
mengintrodusir dimensi budaya modernitas, seperti nilai-nilai demokrasi, 
pluralisme, toleransi, dan hak-hak asasi manusia. 
Persoalan-persoalan yang terjadi di suatu negara yang semula 
disembunyikan atau ditutup-tutupi menjadi transparan dan dapat 
diketahui secara detail, begitu juga dengan persoalan-persoalan pribadi 
seseorang yang dipublikasikan melalui media massa. Dalam konteks 
ekonomi-politik, kenyataan tersebut bahkan dijadikan faktor penting 
untuk melihat kemungkinan memudarnya batas-batas teritorial negara-
bangsa, yang oleh Kenichi Ohmae dibahasakan sebagai “the end of the 
nation state.”3
Dewasa ini, kekuatan kapitalisme global dan perusahaan-perusahaan 
1 Bachtiar Effendi, Masyarakat Agama dan Tantangan Globalisasi: Mempertimbangkan 
Konsep Deprivatisasi Agama, Makalah tidak diterbitkan, hal. 2
2 Yusuf al-Qardhawi, Islam dan Globalisasi Dunia, (terj.), (Jakarta: Pustaka 
Al-Kautsar), hal. 21-23 
3 Bachtiar Effendi, Masyarakat Agama dan Tantangan Globalisasi, hal. 2
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transnasional bergerak melampaui batas-batas teritorial suatu negara 
guna melakukan ekspansi ekonomi di berbagai pelosok dunia. Hal mana 
pada level tertentu telah membawa implikasi makin melemahnya posisi 
kekuatan ekonomi lokal. Dengan demikian globalisasi juga mengarah 
pada penguasaan ekonomi di tangan sekelompok kecil pemilik modal, 
dan akhirnya menuju pada proses homogenisasi. Dalam perspektif 
cultural studies, hegemoni ini tampak dalam penciptaan pola hidup 
konsumeristik, dan pop culture, yang memposisikan manusia sebagai obyek 
distribusi produksi belaka. Meski demikian, yang menjadi titik penting 
arti globalisasi adalah bahwa ia juga telah memungkinkan tuntutan ke arah 
demokratisasi transnasional di seluruh penjuru dunia makin meningkat. 
Tuntutan persamaan hak dan kesejahteraan hidup, kesetaraan derajat, dan 
desakan terbentuknya keseimbangan tatanan dunia yang lebih adil kian 
kencang disuarakan. Globalisasi telah membuat dunia makin terbuka, dan 
melahirkan aneka tuntutan perluasan partisipasi dan pemberdayaan rakyat 
yang lebih besar.Fenomena ini juga diiringi oleh munculnya berbagai 
bentuk penegasan kembali identitas-identitas komunal masyarakat.
Adanya tuntutan pengakuan atas identitas komunal dan hak budaya lokal 
sekaligus membuktikan, ada resistensi atas kecenderungan peminggiran, 
dominasi dan homogenisasi global.
Dalam pengertian yang umum kata globalisasi dipahami sebagai 
dominasi usaha-usaha besar dan raksasa atas tataniaga dan sistem 
keuangan internasional yang kita ikuti.Ia juga dipahami sebagai 
pembentukan selera warga masyarakat secara global/mendunia yang juga 
turut kita nikmati saat ini. Deretan penjualan “makanan siap-telan” (fast 
food) menjadi saksi akan pemaknaan seperti itu. Selera kita ditentukan oleh 
pasar, bukannya menentukan pasar. Dari fakta ini saja sudah cukup untuk 
menjadi bukti akan kuatnya dominasi tersebut. Pengertian lain globalisasi 
adalah dominasi komersial dan pengawasan atas sistem finansial dalam 
hubungan antar-negara, inilah yang sekarang menentukan sekali tata 
hubungan antara negara-negara yang ada.
Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa 
fenomena globalisasi juga memberikan banyak  ancaman  bagi kehidupan 
manusia, dalam konteks Indonesia misalnya, beberapa ancaman globalisasi 
adalah semakin tidak tertahannya ekspansi kapital, ekspansi investasi, 
proses produksi dan pemasaran global. Ancaman inilah yang nantinya 
46 Salamah Eka Susanti, Islam dan Tantangan Globalisasi (43-57)
akan berpengaruh secara langsung -sebab melalui penentuan kebijakan 
pemerintahan- bagi proses peminggiran kaum tertindas-terpinggir, 
semacam: buruh/karyawan, petani, kaum pinggiran kota, guru-pelajar-
mahasiswa/ pendidikan, masyarakat lokal. Betapa tidak ?saat ini dengan 
jelas kita melihat bahwa beberapa kebutuhan “primer” rakyat telah disunat 
dengan ditiadakan ataupun dikuranginya subsidi; padahal yang kita tahu 
bahwa kehidupan yang layak, pekerjaan, kekayaan alam, pendidikan 
adalah kewajiban negara untuk melaksanakannya sebagaimana terdapat 
dalam Undang-undang Dasar.
Dengan berjalannya proses tanpa regulasi atau tanggung jawab 
seluruh perusahaan transnasional yang tidak dibarengi dengan tersedianya 
suprastruktur dan infrastruktur mengakibatkan semakin berkuasanya 
pihak perusahaan untuk menentukan segalanya termasuk upah bagi kaum 
buruh. Seperti yang kita ketahui jika posisi tawar calon buruh lemah, maka 
dapat dipastikan bahwa manusia-manusia Indonesia hanya akan dibayar 
murah. Begitu pula dengan keberadaan petani, program ketahanan 
pangan semacam coorporate farming, penggunaan bibit transgenik, Kredit 
Ketahanan Pangan (KKP)-Kemitraan akan menjadikan petani semakin 
kerdil di mata perusahaan besar transnasional yang nantinya akan 
menghilangkan keberadaan petani sebagai penghasil pangan lokal dan 
bahkan jika petani tak mampu lagi mengikuti “logika pasar bebas” maka 
kelak petani hanyalah sekedar penonton atas tanah yang telah dikuasai 
kaum pemodal besar. Hilangnya tanah bagi petani berakibat pula pada 
peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan, sebagaimana yang 
termuat oleh studi FAO terhadap 16 negara yang mengimplementasikan 
kesepakatan “Uruguay Round”4
Problem diatas masih ditambah lagi dengan “ideologi” yang dianut 
kapitalisme global yakni kompetisi bebas, efektif, efisien dimana proses 
diatas hanya bisa dilakukan dengan kesiapan yang telah dibangun lama 
- dengan tanpa memperhitungkan nilai kemanusiaan sebab pasar dan 
uang telah menjadi Tuhan sekaligus berhala; sekaligus sesuatu hal yang 
telah direncanakan pihak dunia pertama semenjak lama tanpa melibatkan 
pemeran-pemeran lainnya-- sehingga upaya mengejar ketinggalan 
hanyalah sekedar basa-basi seperti halnya keterpesonaan kita terhadap 
4 Tita Dewinta Ratea, Membongkar (Kejahatan) Globalisasi,  http://www.
sekitarkita.com/wacana/dewinta.htm
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ekonomi pertumbuhan tinggi menuju tinggal landas dan iming-iming 
menjadi New Asian Tiger.
Proses globalisasi ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi 
perkembangan nilai-nilai agama. Realitas ini mendapat respon yang 
cukup beragam dari kalangan pemikir dan aktivis agama.Agama 
sebagai sebuah pandangan yang terdiri dari berbagai doktrin dan nilai 
memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat.Hal ini diakui oleh 
para pemikir, antara lain Robert N. Bellah dan Jose Casanova, mereka 
mengakui pentingnya peran agama dalam kehidupan sosial politik 
masyarakat dunia.5 Dalam konteks ini agama memainkan peranan yang 
penting di dalam proses globalisasi. Agama bukan hanya pelengkap tetapi 
menjadi salah satu komponen penting yang cukup berpengaruh di dalam 
berbagai proses globalisasi. Karena begitu pentingnya peran agama dalam 
kehidupan masyarakat, maka perlu kiranya kita memahami sejauh mana 
posisi agama di dalam merespon berbagai persoalan kemasyarakatan.
PEMBAHASAN
A. Posisi Agama
Agama sebagai sebuah ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi 
manusia, mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia 
sehari-hari.6 Agama diturunkan guna memberikan aturan-aturan hidup 
yang akan membawa kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Selain itu 
agama juga dipandang sebagai instrumen untuk memahami dunia.7 
Namun demikian kehadiran agama selalui disertai dengan “dua muka” 
(janus face). Pada satu sisi secara inheren agama memiliki identitas yang 
bersifat “exclusive, particularist”, dan “primordial”. Akan tetapi, pada 
waktu yang sama agama juga kaya akan identitas yang bersifat “inclusive, 
universalist”, dan “transcending”.8
Untuk meletakkan hubungan antara keduanya dalam situasi yang 
lebih empirik, sejumlah pemikir dan aktivis social-politik telah berusaha 
5 Bachtiar Effendi, Masyarakat Agama dan Tantangan Globalisasi, hal. 5.
6 Lihat Harun Nasution, Islam ditinjau Dari Berbagai Aspek Jilid I, ( Jakarta: 
UI Press, Cet. V, 1985), hal. 10.
7 Bachtiar Effendi, Masyarakat Agama dan Tantangan Globalisasi, hal. 6.
8 Ibid., hal. 7
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membangun paradigma yang dipandang memungkinkan. Tentu konstruk 
pemikiran yang ditawarkan, antara lain dipengaruhi dan dibentuk oleh 
asal - usul teologis dan sosiologis ataupun spacio-temporal serta partikularitas 
yang melingkupi mereka.9Terlepas dari variasi konstruk pemikiran yang 
ditawarkan, pada dasarnya didalam memahami posisi agama terhadap 
persoalan kemasyarakatan ada tiga aliran besar dalam hal ini.Pertama, 
adalah perspektif mekanik-holistik, yang memposisikan hubungan 
antara agama dan persoalan kemasyarakatan sebagai sesuatu yang tak 
terpisahkan.Kedua, adalah pemikiran yang mengajukan proposisi bahwa 
keduanya merupakan wilayah-wilayah (domains) yang antara satu dengan 
lainnya berbeda, karenanya harus dipisahkan.Ketiga, adalah pandangan 
tengah yang mencoba mengintegrasikan pandangan-pandangan yang 
antagonistik dalam melihat hubungan antara agama dan persoalan 
kemasyarakatan. Di pihak lain, pandangan ini juga ingin melunakkan 
perspektif mekanik-holistik yang seringkali melakukan generalisasi bahwa 
agama selalu mempunyai kaitan atau hubungan yang tak terpisahkan 
dengan masalah-masalah kemasyarakatan.10
B. Berbagai Paradigma Islam dalam Menghadapi Globalisasi
Pada mulanya agama-agama muncul dari unsur kebudayaan sebuah 
masyarakat sebagai bagian ritus transendental yang didominasi kekuatan 
mistis.Agama ini lahir dalam bentuk-bentuk yang plural sesuai dengan 
corak ekonomi sosial tiap-tiap masyarakat pada masanya.11Meskipun tidak 
secara linier bentuk tersebut sesuai dengan kondisi transformasi sosio-
ekonominya, setidaknya fakta telah menunjukkan bahwa agama pada 
era kini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan 
awal kemunculannya.Perubahan non linier ini kemudian membentuk 
beragam kategori.Namun, secara general kualifikasinya hanya menjadi 
dua bentuk paradigma yang sekarang ada dalam umat Islam.Perspektif 
ini hampir berlaku pada setiap agama.12Demikian pula dengan Islam 
yang berdiri di atas tiga pilar doktrin dasarnya yaitu akidah, syariah dan 
9 Ibid.
10 Ibid., hal. 8
11 Harun Nasution, Islam ditinjau Dari Berbagai Aspek, hal. 11-14 
12 Faiz Manshur, Pilihan Paradigma Islam Menghadapi Globalisasi, http:// www.
pikiran-rakyat.com/cetak/0303/21/0801.htm.
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akhlak.13Dalam perkembangannya mengalami perubahan bentuk aplikasi 
pemaknaan di kalangan umatnya. Sejalan dengan perubahan tersebut, 
dapat dikemukakan bahwa pada saat ini ada dua paradigma fundamental 
yang berkembang di kalangan umat Islam dalam menghadapi globalisasi 
yaitu: 
1. Paradigma Konservatif
Paradigma pertama ini adalah paradigma yang cenderung bersifat 
konservatif, yang memposisikan Islam sebagai agama yang memiliki 
doktrin dan ikatan-ikatan tradisi lama yang belum mau bersentuhan 
dengan wacana keilmuan selain Islam.Unsur-unsur sosial selain Islam 
dalam hal ini dianggap sebagai bagian yang senantiasa berlawanan bahkan 
mengancam.Dalam dimensi teologi, Tuhan menempati pokok segala 
kekuasaan yang telah diterjemahkan dalam kajian-kajian pendahulunya 
dengan peletakan unsur mazhab yang dianggap representatif.Tuhan 
dengan segala kekuasaannya telah memberikan ukuran dan solusinya 
sesuai dengan ajaran yang tertulis.Bagi mereka menafsirkan ayat yang 
berkaitan dengan ketuhanan dengan metode baru adalah kesesatan.
Demikian pula dalam bidang syariat yang menjadi pusat kajian 
hukumnya.Aspek hukum yang telah ada dalam kitab-kitab tersebut 
sudah menjadi final untuk dijadikan acuan hukumnya.Alasannya, hukum 
tersebut murni bersumber dari al-quran dan hadis.Oleh karenanya, tidak 
ada yang perlu disempurnakan lagi.Realitas sosial politik yang menandai 
kemunculan hukum-hukum tersebut nyaris tak mendapatkan tempat 
kajian yang mendalam.Dalam kategori sosiologis Islam seperti di atas, 
menurut Ali Syariati (1933-1977), Islam hanya menjadi kumpulan-
kumpulan dari tradisi asli dan kebiasaan masyarakat yang memperlihatkan 
suatu semangat kolektif suatu kelompoknya.14Ia berisi kumpulan 
kepercayaan nenek moyang, perasaan individual, tata cara, ritual, aturan, 
kebiasaan, dan praktik-praktik dari suatu masyarakat yang telah mapan, 
berlangsung dari generasi ke generasi. Kebiasaan inilah yang biasanya 
13 Lihat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat 
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Buku Teks 
Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, (Jakarta: PT. Bulan Bintang), 
Cet. I, hal. 101-175.
14 Faiz Manshur, Pilihan Paradigma Islam Menghadapi Globalisasi
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dipelihara oleh penguasa politik untuk melegitimasi kekuasaan.Karena 
indoktrinasi menjadi bagian yang kuat dalam pemaknaan ajaran agama 
maka paradigma ini sering pula disebut paradigma konservatif.
Bagi orang-orang Islam berpaham konservatif ini, “ketidakberubahan” 
(unchangingness) merupakan suatu hal yang ideal bagi individu dan 
masyarakat serta merupakan suatu persepsi hakikat manusia dan lingk
ungannya.“Ketidakberubahan” merupakan asumsi berpengaruh luas yang 
mewarnai hampir seluruh aspek pemahaman kelompok ini.15Doktrin 
“ketidakberubahan”, baik sebagai fakta maupun sebagai cita-cita, barangkali 
bermula dari pengalaman kehidupan nomadik bangsa Arab, yang 
mengakibatkan timbulnya paham bahwa keselamatan terletak pada upaya 
mengikuti jejak para leluhur.Bangsa nomad Arabia tentu saja menyadari 
perubahan.Suku-suku berhasil dan berkembang semakin meningkat, lalu 
mengalami nasib pahit, mundur dan terkadang lenyap sekaligus.Namun 
variasi perubahan seperti itu tidak berarti bahwa pada dasarnya kehidupan 
mengalami perubahan. Dengan demikian, lebih baik melakukan apa-apa 
yang telah dilakukan “nenek moyang” sebab dalam banyak  hal, cara itu 
membuahkan hasil yang memuaskan. Iklim Arabia itu tidak menentu 
dan tak teratur sehingga orang nomad tidak dapat menghindari bencana 
dengan membuat rencana-rencana cermat, tetapi terpaksa membiasakan 
diri menerima apa saja yang terjadi pada dirinya.16Corak berpikir seperti 
itu mengakibatkan doktrin mengikuti “jejak leluhur” menjadi opini paling 
kuat. Segala yang baru pasti akandicurigai. Dalam teologi Islam, kata 
yang lazim dipakai untuk “hal baru” ialah bid’ah. Berlandaskan corak 
pemikiran tersebut akhirnya kelompok konservatifpun memandang bahwa 
globalisasi adalah  unsur yang sangat mengancam bagi keberlangsungan 
nilai-nilai Islam. 
 Bentuk pemahaman konservatif ini dapat dilihat melalui pemahaman 
kelompok ini  di dalam memahami hubungan agama dengan negara. 
Kelompok ini berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama 
dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara 
manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna 
15 William Montogomery Watt, Fundamentalis dan Modernitas dalam Islam, 
terj. dari buku Islamic Fundamentalist and Modernity, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 
2003),cet. I,  hal. 11-12
16 Ibid., hal. 15.
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dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan 
manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut paham ini pada 
umumnya berpendirian bahwa: (1). Islam adalah suatu agama yang serba 
lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau 
politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali 
kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan 
meniru sistem ketatanegaraan Barat.  (2). Sistem ketatanegaraan atau 
politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan 
oleh Nabi besar Muhammad dan oleh empat al-Khulafa al-Rasyidin.17
Melihat pemahaman tersebut dapat kita mengerti bahwa kelompok 
ini, sebagaimana telah penulis jabarkan di atas cenderung memposisikan 
Islam sebagai agama yang serba lengkap, sehingga doktrin dan ikatan-
ikatan tradisi lama yang ada tidak dapat bersentuhan dengan wacana 
keilmuan selain Islam.
2. Paradigma Liberal
Paradigma kedua adalah paradigma yang bersifat antagonistik dengan 
paradigma konservatif.Islam diasumsikan sebagai agama yang dapat 
berperan sebagai agen perubahan sosial.Unsur-unsur sosial selain Islam 
dalam hal ini menjadi komponen yang diterima bahkan menjadi acuan 
penting di dalam merumuskan berbagai solusi terhadap persoalan 
kekinian yang dihadapi umat.Dalam dimensi teologi paradigma ini 
mengedepankan aspek rasionalisme.Teologi bukan semata menjadi objek 
kajian bagaimana meyakinkan umat secara doktriner, melainkan sebagai 
pembimbing tindakan praksis sosial.Selain itu, teologi juga harus lepas dari 
paradigma kekuasaan negara, bahkan harus menjadi bagian transformasi 
sosial yang terus menyuarakan kepentingan mayoritas umat.Paradigma 
ini berpendirian bahwa walaupun Islam memiliki doktrin dan ikatan-
ikatan tradisi lama tapi harus dilakukan banyak dekonstruksi terhadap 
pemahaman doktrin tersebut melalui pengembangan wacana keilmuan 
yang dapat diperoleh pada sumber-sumber eksternal.
Berkebalikan dengan teologi kaum konservatif yang gigih membela 
Tuhan, dimensi teologi yang mereka ajukan justru menginginkan 
17 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, 
(Jakarta: UI Press, Edisi kelima, 1993), hal. 1.
52 Salamah Eka Susanti, Islam dan Tantangan Globalisasi (43-57)
konsistensi menjelmakan nilai tauhid sebagai ajaran yang membebaskan 
umat dari penindasan kultural dan struktural.Mereka lebih menekankan 
pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sehingga terkadang 
melampaui garis-garis “larangan” demi mewujudkan teologis humanisnya.
Dalam dimensi syariat paradigma ini mengambil hukum-hukum melalui 
pemahaman yang cenderung terlalu kontekstual, sehingga terkadang 
mengabaikan tekstualitas dan latar belakang munculnya doktrin-doktrin 
agama.Mereka juga mengajukan berbagai wacana tentang perlunya tafsir 
ulang terhadap al-Qur’an dan hadis.Paradigma pemikiran yang cenderung 
sangat liberal ini sering diistilahkan dengan paradigma liberal.
Secara ringkas,penulis berpendapat bahwa”mazhab” liberal ini 
sebenarnya berakar pada ide demokrasi. Pemikiran-pemikiran lain sebagai 
derivatnya akan terlihat sangat bertumpu di atas paham demokrasi ini; 
seperti gagasan pemisahan negara dengan agama, hak-hak wanita dalam 
kepemimpinan politik dan kekuasaan, kebebasan penafsiran teks-teks 
agama, kebebasan berpikir dan berpendapat, toleransi beragama, dialog 
dan keterbukaan antar agama, pluralisme, demokrasi religius, dan lain-lain.
Pemikiran mengenai hubungan negara dengan agama (Islam) 
merupakan persoalan krusial yang paling banyak mendapat penolakan dan 
tantangan dari pengusung Islam liberal. Argumentasi yang sering dipakai: 
(1) Negara Islam tak pernah dikenal dalam sejarah; (2) Negara adalah 
kehidupan duniawi, berdimensi rasional, dan kolektif; sedangkan agama 
berdimensi spiritual dan pribadi; (3) Masalah kenegaraan tidak menjadi 
bagian integral dari Islam; (4) Islam tidak mengenal konsep pemerintahan 
definitif, misal dalam suksesi kekuasaan; (5) Rasulullah Muhammad 
hanya menjadi penyampai risalah, tidak mengepalai suatu institusi 
politik; (6) al-Quran dan Sunnah tidak pernah menyebut, “Dirikanlah 
negara Islam!” dan sebagainya. Penolakan gagasan ini, pada akhirnya 
mengantarkan pada penerimaan secara total atas ide demokrasi dalam 
urusan kekuasaan,politik, dan pemerintahan. Konsekuensi berikutnya, 
menolak kebolehan seorang wanita terlibat dalam urusan kekuasaan 
adalah bertentangan dengan prinsip demokrasi.Menolak keterlibatan 
warga negara berdasarkan perbedaan prinsip agama adalah tidak sesuai 
dengan demokrasi.”Memasung” pikiran dan pendapat bertentangan dengan 
hak kebebasan dan demokrasi. Mengambil peraturan dan hukum-hukum 
kemasyarakatan dari satu agama saja merupakan diskriminasi atas agama 
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lain, yang berarti sama saja dengan tidak demokratis. Kebebasan dan 
kebolehan beragamnya menafsirkan teks-teks agama (dalil-dalil) menjadi 
imbas dari gagasan liberalisasi dan kebebasan berpikir serta berpendapat. 
Demikianlah, semua pemikiran derivat ini akan berlindung di balik 
induknya: pemikiran “demokrasi.”
Dapat disimpulkan bahwa kelompok ini dalam memahami 
hubungan Islam dan negara berpendirian bahwa Islam adalah agama 
dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan 
kenegaraan. Kelompok ini meyakini bahwa Nabi Muhammad hanyalah 
seorang Rasul biasa seperti halnya Rasul-rasul sebelumnya, dengan 
tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia 
dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah 
dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara.
Berbagai penjelasan di atas dengan jelas memperlihatkan bahwa di 
dalam pemahaman kelompok ini unsur-unsur sosial selain Islam dapat 
menjadi komponen yang diterima bahkan menjadi acuan penting di 
dalam merumuskan berbagai solusi terhadap persoalan kekinian yang 
dihadapi umat.
Dua paradigma di atas sesungguhnya telah menjadi bagian 
internal Islam di Indonesia.Paradigma pertama biasanya mengakar pada 
kalangan kelas bawah yang belum sepenuhnya tersentuh oleh tradisi 
keilmuan positivisme seperti di pesantren.Sementara paradigma liberal 
lahir dari rahim generasi muda yang cukup paham terhadap wacana Islam.
Namun, juga tersentuh oleh tradisi positivisme dari barat serta memiliki 
motivasi kuat untuk perubahan sosial. Namun, apakah perkembangan 
paradigma Islam ini akan hanya berhenti di sini? Inilah sesungguhnya 
yang harus kita kaji secara mendalam.Yang harus diingat adalah bahwa 
perubahan kajian ijtihad tersebut berlandaskan aspek perubahan sosial 
dan mengembalikan semangat pembelaan Islam terhadap umat manusia.
Oleh karena itu, pilihan baru harus segera diadakan sebab situasi kekinian 
telah mengubah transformasi sosial dengan adanya globalisasi.
3. Paradigma Alternatif
Untuk mengintegrasikan dua kubu paradigma yang paradoks ini 
maka perlu kiranya dikembangkan satu paradigma alternatif, yang 
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mungkin dapat mengkompromikan dua pandangan di atas. Sebab dengan 
mengkompromikan dua pandangan tersebut paling tidak kita berusaha 
menjembatani adanya titik temu sebagai salah satu upaya mencari 
konsepsi final yang paling ideal dalam Islam, meski memang untuk 
mengejawantahkannya dalam tataran realitas bukanlah persoalan mudah. 
Paradigma alternatif yang coba penulis tawarkan adalah paradigma 
moderat yakni paradigma yang cenderung mencoba mengintegrasikan 
pandangan-pandangan yang antagonistik dalam melihat hubungan Islam 
dan persoalan kemasyarakatan. Di pihak lain, pandangan ini juga 
ingin melunakkan Paradigma Konservatif yang seringkali melakukan 
generalisasi bahwa Islam selalu mempunyai kaitan atau hubungan 
yang tak terpisahkan dengan masalah-masalah kemasyarakatan. Serta 
berusaha mengakomodasi dilakukannya pembaruan wacana sesuai dengan 
diinginkan  kalangan liberal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai 
luhur dan keislaman.
Dalam dimensi teologi paradigma ini selain mengedepankan aspek 
rasionalisme namun juga tidak melupakan aspek keimanan, sebab 
aspek keimanan ini merupakan salah satu faktor penting di dalam 
menyikapi berbagai persoalan kekinian.Teologi selain menjadi obyek 
kajian bagaimana meyakinkan umat secara doktriner, tetapi juga 
sebagai pembimbing tindakan praksis sosial.Selain itu, teologi juga harus 
lepas dari paradigma kekuasaan negara, bahkan harus menjadi bagian 
transformasi sosial yang terus menyuarakan kepentingan mayoritas umat. 
Berbeda dengan teologi kaum konservatif yang gigih membela Tuhan 
dan kaum liberal yang terlalu humanis, paradigma ini selain berusaha 
memelihara nilai-nilai ketauhidan yang bersifat formalistik tetapi juga 
berusaha secara konsisten menjelmakan nilai tauhid sebagai ajaran yang 
membebaskan umat dari penindasan kultural dan struktural. Dalam arti 
nilai tauhid harus “membumi” dalam kehidupan sehari-hari.Dalam dimensi 
syariat, paradigma ini selain mengambil hukum-hukum Islam dari aspek 
nilai/substansi tetapi berusaha pula memahami secara tekstual kitab-
kitab Islam lama yang dimapankan oleh kalangan konservatif.Al-Qur’an 
dan Hadis memang harus ditafsir ulang tetapi harus dengan pertimbangan 
ilmiah teoretis dalam pertimbangan praksis sosialnya.
Karena paradigma ini berusaha mengintegrasikan  dua kubu paradigma 
yang antagonistik maka paradigma ini lebih cenderung penulis istilahkan 
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dengan paradigma moderat. Karena istilah moderat cenderung pada 
pemahaman mencari jalan tengah dari kecenderungan-kecenderungan 
yang bersifat antagonistik.Hal ini juga sesuai dengan konsep Islam 
sebagai agama Wasathan (moderat).Dalam melihat hubungan Islam 
dan negara paradigma moderat menolak pendapat bahwa Islam adalah 
agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem 
ketatanegaraan.Tetapi kelompok ini juga menolak anggapan bahwa agama 
adalah dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan manusia 
dengan Tuhan. Paradigma ini juga berpendirian bahwa dalam Islam tidak 
terdapat sistem ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika 
bagi kehidupan bernegara.
Paradigma ini tidak hanya ingin menonjolkan isu seputar konsep 
“Negara Islam” dan “Pemberlakuan syariat”, tetapi yang paling penting 
bagaimana substansi dari nilai dan ajaran agama itu sendiri. Agama 
adalah sejumlah ajaran moral dan etika sosial, serta fungsinya mengontrol 
negara. Paradigma moderat berpandangan, keterlibatan agama secara 
praktis ke dalam negara jangan sampai memandulkan nilai luhur yang 
terkandung dalam agama karena agama akan menjadi ajang politisasi 
dan kontestasi. Di sisi lain, paradigma moderat mengampanyekan 
dimensi kelenturan, kesantunan, dan keadaban Islam. Islam sebagai 
agama penebar kasih, cinta dan sayang (rahmatan li al-’alamien) harus 
menjadi paradigma yang mengakar di tengah masyarakat.Hal ini penting 
guna meminimalisir pandangan keagamaan yang selalu berwajah sangar 
dan keras yang digunakan secara sistematis oleh beberapa kalangan 
Muslim.
Hanya, yang menjadi tantangan paradigma moderat di masa datang 
adalah situasi global yang kian tidak menentu serta menampakkan 
hegemoni yang memungkinkan munculnya resistensi kultural yang 
bersifat radikal dan anarkis, selain kebijakan politik nasional yang 
tidak memihak kaum lemah, seperti gejala penggusuran dan hilangnya 
pekerjaan bagi sejumlah buruh perusahaan dan pabrik. Hal-hal seperti 
ini akan turut menghambat kampanye paradigma moderat di tanah air. 
Wacana paradigma moderat akan selalu tampil ke permukaan dengan 
tradisi dan khazanah keagamaan yang dimilikinya. Paradigma akan kian 
sempurna bila mendapat “ruang publik” yang memungkinkan terwujudnya 
wawasan keagamaan yang terbuka dan damai, yaitu kondisi obyektif yang 
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dapat memayungi keadilan bagi tiap warga, kesetaraan bagi keragaman 
suku dan agama, serta kedamaian di antara pelbagai konflik horizontal 
yang menyelimuti masyarakat kita belakangan ini. 
Namun untuk merealisasikan bentuk paradigma alternatif tersebut, 
yang merupakan respon terhadap dua paradigma yang sudah cukup 
berkembang di Indonesia bukanlah persoalan mudah, tetapi memerlukan 
banyak upaya guna mengaktualisasikan ide tersebut. Dan juga yang 
harus kita sadari sepenuhnya, bahwa agama  Islam telah lengkap dan 
komprehensif. Namun, “kesempurnaan” Islam hanyalah sebatas dalam 
tataran teoretis.Pada tataran praksisnya -- terutama ketika era globalisasi 
bergerak -- Islam belumlah cukup memiliki konsepsi final dan pengalaman 
praktik perjuangan melawan hegemoni kapitalisme. Untuk itulah kita 
harus senantiasa melakukan kajian mendalam dan intens guna mencari 
solusi dan jawaban  terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat 
saat ini.  
D. Penutup
Di dalam masyarakat Islam, khususnya di Indonesia saat ini 
secara faktual telah berkembang dua paradigma kontradiktif di dalam 
menghadapi berbagai tantangan globalisasi, paradigma pertama 
cenderung sangat konservatif sementara paradigma kedua cenderung 
liberal.Untuk itu penulis menawarkan perlunya kecenderungan alternatif 
yaitu kecenderungan yang mencoba mengintegrasikan dua kecenderungan 
di atas yang penulis istilahkan dengan paradigma moderat.Namun untuk 
merealisasikan bentuk paradigma alternatif tersebut, bukanlah persoalan 
mudah, tetapi memerlukan banyak upaya guna mengaktualisasikan ide 
tersebut.Sebagai paradigma yang mengampanyekan dimensi kelenturan, 
kesantunan, dan keadaban Islam.Maka paradigma ini berupaya 
menjadikan nilai ajaran Islam sebagai ajaran penebar kasih, cinta dan 
sayang (rahmatan li al-’alamien) harus menjadi paradigma yang mengakar 
di tengah masyarakat.Hal ini penting guna meminimalisir pandangan 
keagamaan yang selalu berwajah sangar dan keras yang digunakan secara 
sistematis oleh beberapa kalangan Muslim.
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